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BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Menimbang

Mengingat

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (3)
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah danRetribusi Daerah;

bahwa dengan penetapan persentase dan tata cara
pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi akan
menjadi pendorong kinerja pegawai dalam pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah demi tercapainya target
Pendapatan Asli Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1.

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah
Bumbu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3.

6.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PKM.07/2009
tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 473);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000
tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok
dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2013 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 20);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2011 tentang tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan
Pajak dan Retribusi Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibagi menjadi 4 (empat) Triwulan :
a. Triwulan I (bulan Januari, Februari dan Maret)
b. Triwulan II (bulan April, Mei dan Juni)
c. Triwulan III (bulan Juli, Agustus dan September)
d. Triwulan IV (bulan Oktober, November dan Desember)

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Juni 2014

BUPATI TANAH BUMBU,
ttd
MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin,
pada tanggal 26 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR 72



